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Indonesia saat ini
menghadapi tantangan
trilema anggaran. Peme-
rintah berupaya meng-
alokasikan belanja
infrastruktur, pendidik-
an, dan kesehatan,
sekaligus memastikan
stabilitas fiskal agar
utang tetap terkendali,
tanpa menaikkan pajak
secara drastis agar tidak
membebani rakyat. Na-
‘mun, memilih ketiga tu-
juan ini secara bersa-
maan hampir mustahil.

kan belanja tanpa memperluas ba-

sis pajak, defisit anggaran bisa
membesar dan berpotensi melemahkan
ekonomi dalam jangka panjang,

Di sisi lain, jika pajak dinaikkan secara
agresif, daya beli masyarakat hisa ter-
dampak, menghambat konsumsi dan
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,
pemerintah perlu mencari keseimbang-
an yang opfimal antara stabilitas fiskal,
kebutuhan belanja, dan kebijakan pa-
jak.

Melalui Instruksi Presiden No 1/2025,
Presiden Prabowo Subianto memerin-
tahkan dilakukan efisiensi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) 2025. Tujuannya, meng-
hemat anggaran Rp 306,69 triliun, de-

' Jika pemerintah terus meningkat-

ngan rineian Rp 256,1 triliun dari belanja -

kementerian/lembaga (K/L) dan Rp
50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Penghematan dilakukan untuk mem-
perkuat pendanaan program prioritas,
termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG),
Langkah ini tampaknya dilakukan un-
tuk mencari titik optimum di antara
lema yang saling menegasikan. Pada saat
yang sama, Presiden berusaha menjaga
kredibilitasnya dengan merealisasikan
program-program yang dijanjikannya.
Persoalannya adalah besarnya ang-
garan yang dibutubkan untuk mem-
biayai program-program itu. Sementara
usaha memperkuat pendapatan melalui
kenaikan pajak menghadapi resistensi
politik yang tinggi. Situasi ini menem-
patkan kebijakan fiskal dalam trilema
yang sulit untuk menyeimbangkan tuju-
an-tujuan kebijakan secara bersamaan.

Trilema anggaran

Trilema anggaran merujuk pada kon-
disi di mana tiga aspek yang hampir
tidak mungkin dicapai secara bersamaan
karena saling tidak kompatibel,

Lema pertama adalah kebutuhan be-
lanja publik di sektor strategis yang
jumlahnya sangat besar. Anggaran pen-
didikan dialokasikan Rp 724,3 triliun,
menjadikannya yang tertinggi dalam se-
jarah Indonesia, Di sektor kesehatan,
pemerintah memprioritaskan layanan
kesehatan dan penurunan angka tengkes
(stunting) melalui program MBG.

Sementara -anggaran pertahanan di-
alokasikan Rp 166,26 triliun untuk mo-
dernisasi alutsista dan kesejahteraan
prajurit. Ditambah belanja untuk pem-
bangunan infrastruktur dan program
perlindungan sosial seperti Kartu Sem-
bako dan Program Keluarga Harapan
(PKH).

Secara keseluruhan, belanja APBN
2025 dianggarkan sebesar Rp 3.621,3
triliun, terdiri dari Rp 2.7014 triliun
belanja pemerintah pusat dan Rp 919,87
triliun belanja transfer daerah.

Lema kedua, terbatasnya ruang fiskal
di sisi pendapatan. Kebijakan menaik-
kan pajak untuk memperkuat penda-
patan menghadapi resistensi politik
tinggi. Kenaikan Pajak Pertambahan Ni-
lai menjadi 12 persen per 1 Januari 2025,
meski sesuai amanat UU No 7/2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpa-
jakan, akhirnya hanya dilakukan secara
selektif pada barang-barang mewah,

Lema ketiga, kebijakan fiskal harus
tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas
makroekonomi, yang mencakup keber-
lanjutan utang, pengendalian inflasi, dan
kestabilan ekonomi secara keseluruhan,
Stabilitas penting agar negara tak ter-
jebak dalam krisis fiskal yang dapat
mengganggu pertumbuhan ekonomi.

*Impossible trinity”

Situasi trilema menjadikan hampir
tidak mungkin bagi pemerintah untuk
mencapai tiga tujuan kebijakan secara
bersamaan. Konsep ini dikenal dengan
impossible trinity. Mengutamakan salah
satu dari tiga aspek ini hampir selalu
berarti harus mengorbankan yang lain.

Situasinya semakin sulit, terutama ke-

tika akumulasi stok utang terus me-
ningkat. Meski masih lebih rendah di-
bandingkan negara-negara lain, rasio
utang pemerintah terhadap produk do-
mestik bruto (PDB) terus naik. Tahun
2015 angkanya 27 persen dan pada 2025
diperkirakan ' mencapai 40,7 persen
(IMF, Fiscal Monitor, Oktober 2024).
" Dalam praktiknya, pemerintah bia-
sanya harus memilih dua dari tiga tujuan
ini. Skenario pertama, menjaga stabilitas
makroekonomi dan pajak rendah, tetapi
dengan konsekuensi belanja publik yang
minim. Negara yang menerapkan ke-
bijakan anggaran ketat sering kali meng-
hindari kenaikan pajak dan menjaga
defisit rendah, tetapi akibatnya, belanja
negara untuk kesejahteraan masyarakat
dan infrastruktur menjadi terbatas.

-Skenario - kedua mengutamakan-pe-
ngeluaran publik yang besar sekaligus
menjaga stabilitas ekonomi, tetapi de-
ngan konsekuensi pajak yang tinggi. Da-
lam skenario ini, pemerintah mendanai
layanan publik dan pembangunan infra-
strulktur dengan meningkatkan pene-
rimaan pajak agar defisit tetap terken-
dali, Namun, pajak yang tinggi berisiko
menghambat investasi, daya beli ma-

- syarakat, dan pertumbuhan ekonomi,

Skenario ketiga, menggelontorkan be-
lanja besar sambil mempertahankan pa-
jak rendah, tetapi dengan konsekuensi
defisit anggaran yang membengkak. Da-
lam kebijakan ini, pemerintah tetap me-
lakukan pengeluaran besar tanpa me-
naikkan pajak sehingga harus membia-
yai anggaran dengan utang. Jika utang
dikelola dengan baik, bisa menjadi sti-
mulus pertumbuhan ekonomi. Namun,
jika tanpa perencahaan matang, negara
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berisiko mengalami krisis fiskal.

Inpres No 1/2025 tentang efisiensi
belanja APBN dan APBD tampaknya
berusaha mencari titik optimum di an-
tara skenario-skenario tersebut.

Namun, persoalannya tidak berhenti
pada kata efisiensi tanpa menerjemah-
kannya secara operasional dalam me-
ngelola anggaran sejak dari perenca-
naan, eksekusi, hingga evaluasi.

Dalam konteks belanja publik, efisien-
si tak hanya berarti menghemat anggar-
an atau mengurangi pengeluaran, tetapi
juga memastikan bahwa setiap rupiah
yang dibelanjakan pemerintah membe-
rikan manfaat terbesar bagi masyarakat
dan ekonomi secara keseluruhan.

Efisiensi yang seperti apa?

Laporan Public Expenditure Review
2020 Bank Dunia berjudul Spending for
Better Results telah mengidentifikasi
berbagai bentuk inefisiensi dalam pe-
ngeluaran publik di Indonesia. Salah
satunya, inefisiensi alokasi sumber daya,
di mana alokasi anggaran dilakukan tan-
pa mempertimbangkan efektivitas/efisi-
ensi dan mengakibatkan pemborosan,

Contohnya adalah anggaran perjalan-
an dinas, seminar, studi banding, dan
pengadaan barang yang kurang relevan.
Pengeluaran yang tidak terkontrol ini
membuka peluang bagi praktik korupsi
dan penyalahgunaan dana publik.

Sering kali, K/L negara mengalokasi-
kan anggaran berdasarkan pola tahun
sebelumnya tanpa evaluasi mendalam.
Hal ini mengakibatkan serapan anggar-
an tak optimal serta kesenjangan antara
perencanaan dan realisasi program. Pa-
da akhirnya, anggaran yang seharusnya

digunakan-untuk sektor prioritas justru——

terserap untuk belanja operasional yang
tidak memberikan dampak signifikan
bagi kesejahteraan masyarakat.

Di sektor pendidikan, alokasi untuk
pendidikan anak usia dini masih sangat
rendah, padahal manfaat jangka pan-
jangnya sangat besar dalam meningkat-
kan kualitas SDM. Di sektor kesehatan,
anggaran lebih banyak untuk pengobat-
an’ (kuratif) dibandingkan pencegahan
(preventif dan promotif) meski pence-
gahan lehih hemat biaya dan memberi
dampak yang efektif dalam jangka pan-
Jang.

Demikian pula, di sektor infrastruktur,
sebagian besar dana digunakan untuk
pembangunan proyek baru, sementara
pemeliharaan infrastriktur yang sudah
ada sering kali terabaikan sehingga pada
akhirnya meningkatkan biaya perbaikan
di masa depan.

" Kelemahan dalam manajemen ke-
uangan publik (public financial mana-
gement/PEM) juga menjadi faktor yang
memperburuk inefisiensi anggaran.

Salah satu masalah yang mencolok,
ketidaksesuaian antara perencanaan dan
alokasi anggaran, yang membuat prinsip
money follows program sulit diterapkan,
Pengawasan anggaran lebih sering ber-
fokus pada tingkat penyerapan, bukan
pada dampak pembangunan (oufcomne),
sehingga banyak program dieksekusi ha-
nya demi menghabiskan anggaran,

Ketidakefisienan juga terjadi dalam
transfer keuangan antarpemerintah,
khususnya dalam dana transfer ke dae-
rah yang tidak berbasis kinerja.

Sistem ini kurang mendorong efek-
tivitas layanan publik di tingkat lokal
karena daerah tak memiliki insentif yang
kuat untuk meningkatkan kualitas pe-
ngelolaan anggaran. Kurangnya koordi-
nasi pusat dan daerah juga sering meng-
akibatkan duplikasi proyek dan per-
bedaan prioritas pembangunan yang tak
selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Masalah lain yang turut berkontribusi
pada inefisiensi anggaran adalah pe-
nyalahgunaan dan salah sasaran subsidi.
Meskipun subsidi energi telah dikurangi
dalam beberapa tahun terakhir, inefi-
siensi masih terlihat di sektor lain, se-
perti subsidi pupuk yang sering tak tepat
sasaran dan tak memberi dampak sig-
nifikan pada produktivitas pertanian, .

Di sektor perumahan, subsidi yang
ada diperkirakan membutuhkan waktu
26 tahun untuk mengatasi backlog
perumahan, kecuali jika sektor swasta
dilibatkan secara lebih aktif dalam pe-
nyediaan hunian yang terjangkau.

Kurangnya transparansi dan akun-
tabilitas dalam pengelolaan anggaran ju-
ga inefisiensi pengeluaran publik. Data
pengeluaran pemerintah yang sering tak
konsisten dan terfragmentasi meng-
hambat evaluasi efektivitas belanja se-
hingga sulit memastikan apakah dana
publik digunakan dengan optimal,

Selain itu, struktur kelembagaan yang
kurang efisien sering kali menyebabkan
lambannya pelaksanaan proyek, yang
berdampak pada peningkatan biaya ser-
ta penurunan kualitas layanan publik.

Untuk mengatasi berbagai bentuk in-
efisiensi ini, pemerintah perlu mem-
perbaiki mekanisme alokasi anggaran,
meningkatkan pengawasan berbasis ki-
nerja, serta memperkuat koordinasi an-
tara pemerintah pusat dan daerah.
Selain-itu;-transparansi-dalam-penge-
lolaan anggaran harus ditingkatkan de-
ngan penggunaan teknologi digital dan

~ keterbukaan data agar pengeluaran pub-

lik dapat dievaluasi secara lebih akurat
dan bertanggung jawab. Dengan per-
baikan kebijakan yang tepat, pengelu-
aran publik dapat menjadi instrumen
yang lebih efektif dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menghadapi tantangan
besar dalam mengelola keuangan negara
secara efisien dan bertanggung jawab.
Salah satu masalah utama yang sering
terjadi adalah praktik loose budgeting,
atau penganggaran yang longgar, yang
menyebabkan ketidakefisienan dalam
penggunaan anggaran. Akibatnya, bukan
hanya membebani kas negara, melain-
kan juga berpotensi menghambat pem-
bangunan nasional yang berkelanjutan.



